- TINDAK. PIDANA EKONOMI DALAM ERA GLOBALISASI, o
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' Oleh Mamlak Pardede S H *)

Berbagai péz‘aiuran pa:.'.uiﬁda.ng—
undangan di banyak negara; ‘tampak-

nya belum siap menghadapl tantang-.
g __atnya perkambanean iptek..
Di. sampmg belum: adanya bsrbagai'
peraturan . tentang -jenis - kejahatan
yang berdimensi baru tertenty, juga
perundang -undangan. yang sudah

ada seringkali tidak memadai serta

belum menjangkau. secara interna-.
sional.-Bahkan sering kali perunda--

ng-undaagan yangamengatur tentang

hal yang sama berientangan antara

satunegara degan négara lain. Salah
satu -sarama kerjasama Xepolisian

antar negara adalah pengesahan per--

janjian internasional baik bilateral
maupun mulitilateral.

‘Kendala“yang dihadapi dalam'

bldang ini adaiah masih banyaknya
negara- negara yang belum terlibai

dalam’ perj anfian mtemasmnal }ems_

perjanjian internasional yang memi-
liki- peranan pentmg daiam kerja
sama kepohslan antar negara adalah
perjanjian tentang ekstradisi yang
merupakan upaya penyerahan pen-
jahat dari satu negara ke negara lain.
Dalam bzdang ini di samping masih
terbatasnya perjanpan perjanjmn
ekstradisi antar negara, juga prose-
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dur ekstradisi itu sendiri terlalu pan..
jang. dan lama sehmgga tidak mudah.
dxtcmpuh o}eh negara pemmta Se-;
nantiasa dianjurkan.oleh. interpoi-
dengan upaya pengembangan cara
disgnised of extradition, tetapi im-

bauan ini.-masih terbatas hasilnya.
dan sebagian negara masih berpe-

gang :kepada. .cara-cara ekstradisi

sebagai landasan hukum.

- kalipun-usaha ~penyederhanaan se-.

Kesu!ntan Penangguiangan

Dalam kenyataan beberapa'.
negara ieﬁen{u kurang membenkan ;
porsi yang memada; sehmgga se-
cara tidak lanasung senngkah men~_
jadl hambatan dalam upaya kerga_
sama lnierpol Kerja sama infernasi-
onal uniuk menangguiangl kejahat-
an yang iansnasional makin han
makin. d;bntuhkan dan dztmgkat-E
kan, Muncul _kejahatan-kejahatan
baru yang terjadinya secara trans-.
nasional, -artinya terjadinya di dua.
atau lebih negara atau perbuatan,
dilakukan di suatu negara (locus -
actus) tetapi akibat atau kerugian
yang timbul terjadz di negara lain
{actus damuni)

Kejahatan komputer juga sering-
terjadi melintasi batas-batas negara.
(transnasional), khususnya yang
menyangkut transfer data flow. Oleh




karenaitu; dxperlukan pula kerja sama: jf
antar negard untuk menanaguiangx
keiahatan ini (transborder data flow .

criminality). Organisasi kerja sama
dan perkembangan ekonomi Eropa
sudah mulai memperhatikan hal ind.
Kesulitan penanggulangannya ialah
tidak seragamnya perundang-undanz-

an‘negara-negara‘di dunia‘mengenai’
pengértian data ini." Sebaliknya be-

berapanegara memandang bahwaXke-
tentuan tentang kejahatan transnasio-
nal seperti pericurian dapat diferapkan,
seperti Kanada, Belanda, Swis, USA
dan-indonesia. Jadi, ransborder data
flow criminality, bagaimana dilaku-
kan kerja sama antar negara jika per-
undang-undangannya. tidak sama
atau belum terbeniuk. Kejahatan
bzdang permagaan {commercial
cr;me} sering bergandengan dengan
kejahatan Eam. dan umumnys ter-
orgamsam Jumlah kerugian Umum-
nyz sangat besar daﬂ karenz keah-
lian melaku}{annya serta transborder
maka ‘sulit’ dilacak. Negara negara
kecil dan negara sedang berkembang
seting menjadi korban kejahatan
. Sering pula menjadi tempat
persembﬁnylan modal asal kejaha-
tan (money laundering). Sudah di
kenal tuas, bahwa negara-negara
tersebut memerlukan penanaman
modal, jadi kurang ketat menyeli-
diki asal-usul uang yang ditanam,
Peraturannyapun belum ada. Makin
kurang ketat mengawasi masuk
keluarnya uang, makin bagus tempat
persembunyaian uang.

Amanat }aksa Agung, Singgih,
S.H. pada upacara Hari Bhakti
Adhyaksa ke-33, 22 Juli 1994 me-
negaskan'bahwa kejzhatan dengan
kekerasan yang dapat meresahkan
masyarakat semakin meningkat,
Perkembangan ini perlu-ditangani
dengan'penih kesungguhan melalui
pensiapan kebijakan penegakan hu-
kum’ yang kempﬁ:ehenmi’ ‘didukung
kemampuanprofesional danintegritas
yang tangguh dari aparat penegak
hukum. Selanjuinya Jaksa ‘Agung
menjelaskan, bahwa UU N, -5/1991
tentang kejaksazn RI semakin me-
mantapkan’ posisi- dan peranan ke-
iaksaan, Jaksa sebagai fungsional,
gituntut senantiasa:mengembangkan
kemampuan’ profesicnal yang: di-
dukung oleh iniegritas kepribadian
vapg mantap, terutama dengan di-
tetapkannya hukum menjadi bidang
tersendiri dalam GBHN 1993, khusus
bagi jajaran kejaksaan kiranya dapat
dijadikan pendorong semangat: pe-
ngabdian dalam memaniapkan, me-
ningkatkan penerapan, penegakan
dan pelayanan hukum (Kompas, 22
Juli 1994). Dalam perkembangan
Iptek diera globalisasi dunia de-
kade terakhir ini, kejaksaan sebagai
salah satu aparat penegak hukum
dihadapkan kepada tantangan pro-
fesionalisme guna menghadapi ber-
bagai kemungkinan yang tidak di
inginkan dalam mengamankan ge-
rak laju pembangunan.




i’emngkatan -Modns : Operandn-

Ke,}a ___atan

bahaza bentuk_kejahatan ‘dapa di_—-_.ﬁ_'
chberapd pﬂﬂadm‘kumnf“
wakiu ;Tahun 1967: 1969 Padamasa:
inis twdak pldana yaug meaenta]ii
adalah, nndak pldana yang! berhu- i
bungan:dengan Legahtas/Penzman:
i usaha serupa: .
Bank;:Bank:dalam 'bank.: Tahun'
- Bentuk-bentuk-tindak -
pidana vang menonjol: pada kumn®~

thaz {ian _

Bank: Mlsa}nya
19701972

waktu ini adalah jenis iindak pi-

dana dalam bldaﬁg Ialu«hntas gn’al
misalnya penipuan - dengan meng-

gunakan Cek dan Bﬂyet Gn’o, pen-.
curian, Cek dan Bﬂyei Giro; ?em&lﬂ._:_

suan. Cek dan Bilyet ero

Tahun1973 1975 v pada penode';_
ini bentuk tindak: pidana ‘vang-me-*
nonjol adalah kerja sama dengan -
oknum bank. Tahun 1976-1988 : Jenis

tindak'pidana yang-menonjol adalah

tindak -pidana ‘dalam bidang lalu-
Pemalsuan -

lintag: giral Misalnya &
surat deposito; ‘Pemalsuan doku~

men. Tahun 1989-19%0 + Dalam pe-
riode ini, “terlihat-adanya ‘berbagai -
bentuk tindak pidana, karena dipeng”"
aruhi oleh Pakto 27,1988 dan bentuk -

yang meanjol adalah kembali. ke-.

:f---..a-;:Denoan memngkatnya nenggu---- ittt
naan jasa bank-Olel masyarakat‘dan:
_ pesatnya perkembangans teknm(}g;-i
sertailmu. pengezahuan terdapat ke
cenderungan memngkatnya tmdak? B
: pldana yang""dziakukan b*“ 2

'dan peiaku mengguna}can ;denmasi

pa}sr;.; serta, daiam pelaksanaannya“
mez}ggnnakan szstem cut out, yaitu .

. paia pelaku txdak kenal satu sam&

lain, tetapl hanya orang orang 'ter-__
ieﬂm yang chkenai sehmgga polisi_
kesulitan dalam menggulung Xkom-
piotan itu secara tuntas.

’I‘mdak pldana perbankan S 'b
ium tahun 1969 di mana pada saat
mz masm ber}aku UU No 17t un:f....
1964 tentang Larangan Pen;
Cek. Kosong, yang menonjol adalah
usaha, serupa bank dan bank dalam .
bank, Tetapi setelah tahun itu di-.
mana UU Larangan Penarikan Cek.
I{Gsong sudah dicabut sampa; tahun
1872 tmdak pzdana perbankan yang :_'
pahng menon}ol adalah tmdak_
gidana di bzdang lalu- imtas gzzal

¢ Kemajuan teknologi, di satu.pz—-
hak membawa hasil yang positif bagi .
pembangunan, namun di lain pihak.
telai disalahgunakan dengan. me-
manfaatkan cara-cara yang tidak ter-
puji yang: sepmtas Jalu nampaknya_
tidak terjangkau oleh peraturan per- .



undang undangan Kejahatan ini’
nampaknya teiah dan akan mewarnai -

pola kejahatan di Indonesxa pada era

PIPT EI ini. Pesatnya perkembangan _

Iptek berdampak Pada modus

operandi suatu kejahatan Kejahatan'
irad;s:onal sudah dxwarnaz Eekno- :
logi, sehmgga sukar pangunekapan- -
nya. Modus operandi kegahatan ‘se- -
pertx 1}.'11 hanya dapat dllakukan_'
oleh™ crang orang yang mempunyaz_'

status ‘'sosial menengah ke atas
dalam masyarakat bersnkap dan
bertingkah laku mtelektuai sangat
tenang, slmpauk dan terpeiajar
Kadang kadang hanya dengan ke-
mampuan kecerdasan otak dan
penanya secam mudah dapat me-
Taup miliaran ruplan

Modus Icegahatan 1mlah yanﬂ '

beberapa waktu lalu d:kenal dengan
istilah Kejahatan Kerah Putih
(White collar cr1me) Sebab para

pelaknnya terdiri dari orang-orang

, terpelajar dan blasa bekerja di be-
lakang meja dengan penampilan
dan berpakaian rapih serta berdasi.
Penggunaan istilah ini dimaksud-
kan untuk membedakannya dengan

Kejahatan Street crime atau Blue

collar crime, kejahatan yang sering

diartikan dilakukan para buruh atau -

karyawan rendahan dengan meng-
gunakan kekuatan fisik (Crime
using force).

Seperti di negara maju, di In-
donesia dewasa ini mulai dikenal

jenis Kejahatan Kerah Putih dalam

bentuk pencemaran lingkungan,

pembajakan Hak c1pta dan Hak_"
lahgunaan: wewenang,- penggelapan
pajak;-pemalsuan saham ‘memutih- -
kan uang. hasii-kejahatan {Money -
Iaundermg) kegahatan komputer,
kejahatan . perbankan dan lain
sebagainya. Dari sekian banyak
kasus . kejahatan - Kerah - Putih
(mete collar: crxme) sektor iper-
bankan yang paling sering menjadi -
sasaran pelaku kejahatan berdimensi -
baru.itw. “menjamurnya bank pasca-
pakto:27/1988, ancaman kejahatan
bank semakin meningkat, karena
dalam:pengoperasian bank yang
otomatis, memberikan peluang-ter-
jadinya penyimpangan. prosedur.
Kondisi itu semakin parah dengan
terbatasnya sumber daya manusia
yang berkualitas..

Para’ pelaku yang Larena ke-
mampuan mtalektualnya menjach
tumpuan utama dalam kejahatan ini
tetap merasa se’oagax warga kota
terhormat. Untuk menyingkap
modus operandmya memang bukan
pekerjaan :mudah, bila menilik
kasus-kasus yang terungkap, nyaris-
seluruhnya melibatkan orang
dalam. Aparat yang berwajib juga
tidak leluasa melakukan penyi-
dikan karena terbentur kepada biro-
krasi dan ketentuan rahasia bank
yang persepsinya berbeda antar ins-
tansi., Perbuatan dengan mengguna-
kan ketentuan rahasia bank sebagai
tameng menuftupi kasus kolusi kre-
dit bermasalah, dapat diklasifikasi-
kan sebagai “Crime commited by a




ersonof Tespect :ability :and high

social-status -in the course ‘of:his:
“tindak pidana kerah
putih: (White :Colar. Cnme, Edwm ‘

occupation’;

H. Sutherland 1939}

‘White c011ar crime dxlakukan"
untuk mengeiabm masyarakat d_e»__'

ngan cara melakukan kolusx

bukan dengan kekerasan semng"'

"Crime’ commited by a person of

resp&cz abﬂlty ang hzﬂh social siaius'
in ‘the ‘course of ‘his’ occupaﬁon" 5
(Whil”'C{)ﬁaT Cmme Edwm H -

Sutheriand 993}

deak pzdana ke}ahatan yam

menjadxkan bank- sebaga: sarana

ke;ahatan ekoﬁom sepern money'

laundermg, phanmm bank {bank

fiktif) ‘atau shell bank, advance fee :
fraud'and marzume fraud., Kejahatan:

ini‘pada umumnya dﬂakukan dengan

menggunakan peraiatan canggxh_‘
oleh plhak yang udak bertanggung '

jawab,’ dmrgamsu baik secara na-

sional maupun internasional. Money
Iaundermg adalah pemutihan uang

tunai yang berasal “dari” kejahatan,
dcngan cara menukarkan uang yang
tidak sah dengan membeli surat ber-
harga ataw barang-modal lain yang
dapat diperdagangkan tanpa meng-

ungkapkan asal uang, menyimpan-’

nya untuk beberapa waktu dan
menukarnya dengan uwang kontan

Geomoez 1988) ..... Kejahatazﬁ ‘ter-
sebut; dapat dxklasmkaszkan Ss,bagaz .

apabila ‘kemudian - diperlukan.
Menggunakan nang yang tidak sah.

- untuk:membeli barang tetap. (tldakg-_

bergerak);: sehmgga pemzhk dapat-
menikmati - kekayaannya.-: tanpa-
harus-khawatir-akan ketahuan asal~ :
usul: uangnya B ey

Phamom bank (bank fiktxf) ataui
shéli‘.bank (bank “tanpa asset, staf*'
nisili tetap) pada’ umumnya
didirikan di’ negara yang tidak ‘ada’
bank: sentrainya/lemhaga keuvangan
ierientu. yang . menjalankan fungsi-
peng_auiasan,; ata_u-.bi__iamana--a_da bank.
setralnya fungsi pengawasannya-
tidak berjalan sebagaimana diharap-
kan. Bankini pada umumnya didiri-
kan:-un_tu;k_;_;mereaiiSasikan kejahatan
mereka. Advance fee. fraud .adalah’
perbuatan penipnan -dengan janji.
untuk menyediakan sejumiah. dana,.
meminjamkan uang atau melakukan
sesuatu dengan meminia uang jasa
teﬂeblh ‘dahulz, seteiah uang _;asa
yang dnenma temyata pinjaman
uang dqanjikan tidak ada. Advance
fee fraud sering melibatkan para_'
penguasa atau tokoh yang berpeng-
arzh”dari suatu negara. Maritime-
frand-documentary fraud adalah’
suatu kejahatan di bidang maritim
dengan cara menyerahkan dokumen
palsu atas hak suatu penyexahan'
barang atau pembayaran kepada
bank

Cerporate Crime

Perlukah setiap perbuatan yang:
dapat membahayakan keamanan
dan kesehatan sistem perbankan



dijadikan pelanggaran ‘pidana’ (cri--

minal violation)? Berbagai peraturan
perundang-undangan yang dikeluar-

kan‘oleh ' pemeritah’ dalam rangka-
deregulasi’ bidang -moneter dan.

perbankan, 27 QOktober 1988, tidak

mencantumkan aturan ‘yang me-:

nentukan ..pelanggaran  terhadap
ketentuan ketentuan dalam pera-

turan perundang undangan tersebut-_

sebagal perbuatan pidana.

“"Tindak pidana korporasx adaiah "

tindakan -korporasi “yang - dapat -di-
kenai ‘sanksi  pidana; -administrasi
maupun perdata. (Clinard & Yeager
1980). Menurut Dr. 1.S Susanto, S.H.,
dalam makalahnya berjudul Tin-
jauan Yuridis Kriminologis Térha-
dap Kejahatan Perbankan, meng-
golongkan tindak pidana perbankan
ke dalam ruang lingkup atau bagian
dari “tindak pzdana korp{)ras;

. Dra. Purniau Mangﬁnsong
(Fmp Un mengemukakan bahwa
dalam tindak pidana korporasi, POo-
sisi bank dapat berfungsi sebagai
subjek pelaku, sehingga tindak
pidana korporasi tidak hanya cukup
bersandar pada hukum pidana saja
melainkan lebih luas keterkaitan-
nya dengan pemerataan keadzlan
dan kemakmuran bagi. masyarakat
(crime againts public welfare), Jika
demikian halnya maka kebutuhan
akan perangkat peraturan perun-
dang-undangan di bidang tindak
pidana perbankan dirasakan sema-
kin mendesak.

. Bertitik ' tolak “dari-sudutspan-:

dang  Kriminologi tindak ‘pidana
perkembangan bentuk-bentuk ‘baru
tindak- pidana senantiasa berlang-
suiig dalam konteks perubahan
struktur-struktor sosial ekonomi
dan. perubahan di dalam URSUI-unsur
sistem budaya Di. negara- negara
duma };at;ga yanﬂ sedang meng-
alami modermsas; proses. peruba-
han dan masyarakat tradisional” ke
“masyarakat industri” 'dengaa se-
ga}a dampak kulturnya dan @i pihak
tain terwu}ud sebagai. benmk trans-
formasz dalam proses- proses be-
ngelolaan sumber daya me}aluz
penggunaan teknologi modern Jyang
secara keseluruhan bekerja suatu
masyarakat termasuk perkembang-
an dxmensx baru nndak p]dana

0 Daia_m. proses pembangp_nan_
perwujudan berbagai bentuk, ii_;_a’d_ak
pidana sering dihadapi, baik .tindak
pidana yang dilakukan individu,
korporasi_ konvensional maupun
inkonvensional. Dalam hubupgan
dengan tindak pidana perhén__k_an
sebagai perbuatan yang bersifat
merugikan, cenderung membawa
pengarub terhadap wewenang yang
ada pada pelaku, yang dikenal de-
ngan .istilah white. collar .crime.
Masalah - tindak pidana perbankan
sangatlah luas ruang lingkupnya,
variasi-variasi yang terjadi di dalam-
nya yaitu bank sebagai subjek, yang
melanggar hukum sebagai korban
yang dirogikan dan sebagai partner
tindak pidana.



Sebagaxmana dikatakan C.
anht Mills - yang membedakan
antar. persoaian pnbach (pnvat trou-
bles) dan. permasalahan MU, {pu»-
blik. 1ssues) maka scsungguhnya_
tmdak pldana perbankan fidaklah-ter-
batas pada. hngkungan Iangsung,

meiamkan berakar dalam.rangkaian

hubungan (orgamsasz) yang mehpuu
pelbagaz lingkungan’ }ang ng
menimbulkan . "keresahan umum.

'}’erspektzf sos;a} yang ter e}ubung,f

juga“ peka terhadap fung31, proses

dan’ pengaxuh sosial }aag kuai serta_

latent” tersembuny1 arnnya peka

terhadap a}abat akibai dari suatu
tindakan yang’ beriaman dengan_
tu_;uan tmdakan semula, Dan kasus"
yang makm Jelas bahwa _posisi bank:_

dapat berfungsx sebagm korban

tindak pidana, maupun sebagal'
subjek’ ‘pelaku. Sehmgga tindak -

pldana korporas: t:dakiah hanya

r’ukup bersandar pada hukum pzdana _'

ka1tannya dengan pemera{aan Ke-
adilan dan’ Lemakmuran masyarakat

(Cnme agamsi pubhc welfare)

Dari pendapat tadi timbul kesan
ataupun -anggapan bahwa kejahatan
perbankan pada dasarnya adaiah
lain ‘atau berbeda dengan ke}ahatan
di bzdang perbankan atas -dasar
pemxklran adanya pemedaan siapa
pelaku dari perbuatan tersebut, Seg1
lain dari pendapat tersebut, me-
nimbulkan rasa kekhawatiran atas
asas Iegahtas (Pasal 1 (1) KUHP)
apakah kejahatan perbankan se-
bagai kejahatan korporasi yaitu

ing dan__

mencapai -tujuan .yang: dilakukan-
oleh .bank. -dalam . -usahanya untuk
mencapai tujuan mencari keuntung-
an, .atay dengan iain kejahatan
perbankan di mana pe!akunya adalah
bank sebagai akibat yang ii:
oleh penumbuhan ekonomi, “nanti
akan terjangkau penanggulangan-
nya oleh KUHP; khususnya-bila
terjadi _penyimpangan yang-secara
vuridis  tidak.dingmakan kejahatan
menurui. hukum pidana-Indonesia,.
tatapi. secara krsmmologz dapat:
dikatakan criminal behaviour .
lam konseps; w}me cellar cnmenya:
:autheﬂad '

Perangkat ketentuan yang ber-
sxfat_.u_mum (Lex generalis) saja,
tidak cukup .untuk membendung
kunalitas :kejahatan. yang bergerak
meningkatbaik modus operandi, pe-
laku maupun.sasarannya selaras
dengan kemajuan teknologi dan
ilmu pengetahuan yang. tampﬂ
daiam bemuk kasus penipuan de—_
ngan cara memalsukan surat.
Namuon demzkzan sejauh kejahatan_
tersebut dalam KlaSIfﬂ{aSl ke}ahatan_
di b1dang perbankan yang. bers:ifat__
konvensional dalam arti pelahu
kejahatau tersebut adalah orang dan
bukan badan hukum maka secara
kasuistis ‘pasal-pasal KUHP dapat_
djjadikan upaya prevenuf maupun_
repres:f

Secara konsepsmnai tindak
pidana korporasi dapat dibedakan
atas : Tindak Pidana Korporasi
{crimes for corporation) yaitu pe-
langgaran hukum yang dilakukan
oleh korporasi dalam usahanya




mencapai tujuan korpor331 yakni
yatuk mempero]eh keuﬁmﬂgaa
Korporam Jahat (crimininal corpo-
ratmn) vaitu korporasx yang beﬁ:u;uan
semata-semata untuk melakukan

kejahatan deak pldana ierhadap:

korporasi, seperti pencurian atau

penggelapan terhadap milik kor-
porasi; di:sini yang menjadi korban

justru korporasi itu' sendiri. Tindak

pxdana perbankan mengamh paﬁa“

tlndak pidana yang dilakukan unmk

(a) mencapal tujuannya daﬁ mrmasuk'

dalam korporasi jahat, by sepem
usaha bank tanpa izin (bank gelap);
{c) sedangkan‘ pidana terhadap kor-
porasi menurutnya bukan ‘termasuk
tindak "pidana ‘perbankan ‘ictapi
merupakan penipuan terhadap ‘bank
yang dapat' dilakukan baik ‘ocleh
nasabah pegawm ataw’ orang

 Pengertian ini peﬂu {ixpahamz
agar persepsi masyarakat mengenai

pidana perbankan tidak keliru. Ka-

rena, tindak psdana pe;hankan

merupakan fenomena baru dalam

tindak Dpidana, sedangkaa tindak

pzdana di bidang perbaukan telah

dikenal sejak Tama, sebagai findak

pidana konvensional, seperti mem-.

bongkar paksa, menodong kasxr
pemalsuan, perampokan, mexampeic
nasabah dan sebagainya. Oleh ka-
rena itu, perlu diupayakan peraturan
tersendiri mengenai tindak pidana
korporasi, mengingat : belum ada-
nya peraturan perundang-undangan
selama ini di bidang koporasi atau
perbankan. Semakin meningkatnya
perkembangan masyarakat dimasa

yang akan datang, kemungkman
meningkat. pula ter]admya nndak pi-
dana korpor351 atau- perbankan Ti-
juan utama kerporasx atau bank yazm
mencari - keuntungan yang’ se‘hesar-
besarnya yang dapat dljadlkan mo-
tivasi potesisial ter;admya tindak
pldana korporasz atau perbankan

Kejahatan perbankan yang "ala
mg i)erbahaya adalah - -kejahatan
yang. dﬂakukan oleh badan hukum_-
itn sendm yang sering dlsebut‘
bentuk kejahatan korporasi: (carpo-
rate crime) di mana. di . dalamnya
dapat terjadi bahwa sejak semula
E;orporam texsebut memang befszfat
kriminil (cnmmai corporatmn)
Kasus Kkongkrit pernah terjadi yang
kemudlan dlputus oleh pengadilan
scbagai tindak p;dana korupsi dalah
kasus TYKAM (Yayasan . Ke]narga
Adil Makmur) di mana yayasan ini
dibentuk oleh Ongkowijoyo sebaga;
LKBB (Lembaga Keuangan Bukan
bank) yang menghimpun dana dari
masyarakat secara besar- besaran
dengan tawaran imbalan bunga
dengan kemudahan kredit yang
tidak masuk akal.-

Hal penting dalam kredit bank
adalah jaminan berupa surai-surat
bexharga yang menun;ukkan .bukn
pemilikan barang sebagai jaminan
(agunan) untuk memperoleh pin-
jaman, Masalah jaminan sering di
dalam kenyataannya bukan me-
rupakan milik (atas nama) dari
debitur, melainkan atas dasar kuasa
kirusus. Untuk hal ind, aturan hukum




menun}uk Notaris sebagai pejabat
yang bcrw_enang untuk membuat
surat‘ku 1 khusus Bentuk per-
buatan. seperti ini sering menjadl
Sarana . tergadmya kasus pempuan
terhadap orang- orang yang. justru
sama. sekah ﬁdak mengenai meka-
msme dan akzbat hu}.um sumt

L 'A‘k’ta:'ku'as'a -ﬁi«:htiéi’is ‘iéréé’ﬁut ada

-‘karena pmses yang terjadi di lnar
bank tuxsebut yang® akh;mya me-
nimbulkan bentak: perbuzaian yang
merugikan” masyarakat. Seorang
notaris‘ietap berkewajiban: melak-
sanakan-kewailibannya segara “fe -
goeder ‘trow?”, artinya sepanjang
kemampuannya yang layak menye-
lidiki kebenaran formil'dan materil
vang ditulis dalam akta. Dari profil
perbuatan {ersebui di-atas, perluo Kira-
' pya dicatat, ‘ada variabel baru yang
masuk’pada perkembangan- tekno-
logi komunikasi ¢lekironika (antara
lain " (komputer) yang begitu dam-
paknya terhadap bentuk pelayanan
dalam -aktivitas perbankan vang
apabila -dalam ‘waktn yang sedini
mungkin tidak dilakukan tindakan
preventif ‘dan protekiif akan men-
jadi: sarana untuk terjadinyz tindak
pidana di bidang perbankan Hal ini
melahirkan jenis baru dari apa yano
disebut sebaga:_.bentuk Business
Crime. Kasus-kasus mengenai hal
ini sudah banyak terjadi dah seba-
gian sudah diputus oleh pengadilan,
misalnya kasus BNI 1946 cabang
New York dan lain-lain,

-Tindak pidana di bidang per-
bahkan pada umumnya dﬂakukan
oleh pzhak luar bekerja sama deng-'
an orang dalam/(}k*lum bank yang
bersangkutan Mengenm bidang
usaha yang. pahng rawan mengad;

sasaran atau.sarana tmdah pldana di
b:dang pexbankan yaim Kegxatan

di bldang jasan_gasa sepern transfer _

rekemng giro, - ; 1§ _
transaksi_valuta, asing 'dzgn' off -ba-
lance sheet “Untuk mengatam kera-
wanan-kerawanan“tersebut-di: atas
periu adanya koordinasi antar ins-
tansiterkait, agar terdapat keseraga-
man gerak dan langkah dengan tetap
memahami posisi-dan batas wewe-
mng masmg masmg instansi.

Penyzdzkan kegahatan di bidang
g}é{bankan cukup menyulitkan ka-
tena selain diperiukan tambahan
kemampuan dan pengetahuan dau
petugas pcny;dik terutama yang
berkaitan éengan penggunaan pera—
latan elektmmk yang caﬂggzh juga
dlperlukan upaya- upaya hukum
penyempurnaan ketentuan p;dana
yang beriaku Faktor faktor yang
dzpandang $ebagax ‘condition sene
quanon terhadap timbulnya tindak
pidana di bidang perbankan adaiah
yuridis dan faktor non yundzs

Faktor yuridis antara lain berupa
pranata atau perangkat hukum
yang ada, dipandang belum mampu
unfuk mengantisipasi aparat pene-

-gak hukum dalam mengahadapi

fenomena tindak pidana di bidang
perbankan Hal ini dapat disebabkan



adanya ketidaksamaan persepsi di-
antara’ aparat penegak hukum dalam
menerapkan KUHP dan uu dz Tuar
KUHP, sehmgga dapat men}adz
penyebab terhambainya usaha-
usaha penanggulangan tmdak
pzdana perbankan Faktor non
yundzs lehih mencermmkan faktor
yang bers;fat sosio- knltural balk di
kaiangan penegak hukum maupun
masyarakat pada umumnya T

Pempuan Daiam E’enggunaan
Cek. : .

©.Cek kosong :nmmok dalam laIu
lintas perdagangan, walaupun se-
harusnya rasa takut’ tersebut tidak
perlu terjadi. Hal mana karena sejak
adanya Arrest Hoge Raad 1 Nopem-
ber 1920. membeukan pengertian
bahwa cek tunai (cash) kosong di-
serahkan oleh pembeli sebagm alat
pembayaran pada penjual merupa-
kan perbuatan tipu muslihat yang
dimaksud oieh pasal 378 KUHP.
Maka dengan memperhatikan kasus
yang sedemikian itv, menjadi suatu
tanda tanya besar tentang masalah
cek dan giro dalam kaitannya dengan
aturan perbankan tersebut; sampai
seberapa jauh perkara perbankan
dapat. menjamin kepercayaan atas
hadirnya cek dan giro dalam lalu
lintas perdagangan,

Tiada hanya sekedar sampai
padamasalah pelepasuang saja, akan
tetapi persoalan yang cukup ber
peran daliam dunia perdagangan
adalah terjadinya transaksi jual-beli
cek/giro mundur dengan uang tunai

white collar crime”.

seketika. Dalam hal .m; si pemihk
cek/gm yang belum dapat Imeng-
uangkan cek/g:ronya karena waktu-
nya’ be}um jatuh tempo menjual de-
ngan. cara menjual girofcek tersebnt
dengan d1potong beberapa %, Lalu
lintas pembaya}:an tersebui sudah
pula memiliki warna pekerj aan yang
parale], dengan pekerjaan bank. De-
ngan . UU:No.17/1964. tentang: “La-

ranganPenarikan Cek Kosong “ telah
ditentukan ‘sebagai kejahatan.dan
diancam dengan pidana mati, pidana
seurnur hidup atau dipidana semen-
tara selama-lamanya setahun--dan
pidana denda sebanyzk-banyak 4
kali jumlsh yang tertulis dalam cek
kosong vang bersangkutan  kepada
barang siapa menarik suatu cek,
sedangkan ia mengetahui atau patut
harus menduga bahwa sejak -saat
ditariknva untuk cek tersebut:tidak
tersedia dana vang cukup pada bank
atas mana cek tersebut ditarik (cek
kosong}. UU ini sudah tidak berlakn
lagi. Dengan tidak berlakunya lagi
undang-undang ini maka penarikan
cek kosong dan juga giro. bilyet
kosong dewasa ini tidak dianggap
sebagai pelanggaran pidana tetapi
sebagai pelanggaran administratif.

Di Perancis penarikan cek
kosong merupakan tindak pidana
yang dihukum berat (Dimitris N,
Chorafas, 1988 : 23}, Juga di Pilipina
penarikan cek kosong adalah tindak
pidana. Tindak pidana perbankan
tersebut tindak pidana yang disebut
Istilah white
collar crime” pertama kalinya di-




kemukakan oieh Edwm H Suther-

i)agal crzme commxtted by a person
espect ahility and }ngh socmj

' istﬂah tersebut;._(walaupun 'banyak
yang . t:dak sependapat) adalah
amllcgai act Or series of ﬁiegai
acts committed by no physmal means'
and by conceaiment or gu;de o ob-

tain‘money or property. Of fo obtam 4

businness or personal advantage

Kebanyakan orang menggunakan
istilah ini untuk mangacu ‘kepada
aktivitas Kriminal yang ' dllakukan

1anpa menggunakan kekuatan mau-

pun’ kekerasan Mereka yang mela-
kukan ‘white collar cnme >permaksud
untuk mengeiabm masyamkat de-
ngan - cara melakukan kecurangan
dan bukannya ‘dengan cara-cara
kekerasan. White collar ‘crimes
sermg “dilakukan terhadap business
alau ‘dengan menggunakan busnes
(Douglas Whitman dan Joh Willian
Gergacz, 1988 : 442). '

Cek kasong ada}ah setlap cek
yang dﬂaﬂk oleh seorang nasabah
tanpa dana yang cukup tersedia
dalam rekening nasabah tersebut
sehingga pencairannya tidak dapat
dilakukan. Atau dengan perkataan
lain, pada saat penarikan cek itu nasa-
bah (penarik) tidak memiliki dana

yang cukup tersedia’ dalam reke-_
mngnya Hanya perhedaan yang
prmszpﬂ antara kedua putusan ‘ter-
sebut, teﬂetak pada :'jika ‘Arrest
Hége “Raad, 'téndgal 1 Nopiémber
1920 tidak . mempersoaikan ‘aniara
ada atau tidak ‘ada’ dananya da}am
rekemng penarik: ek tersebut; Lain
halnya dengan Mahkamah' Agung- :
RI; daiam putusam;ya d}tetapkan '

~ Harus dapat”dibuktikan bahwa ‘cek

tersebut tidak’ dxdukung adanya: dana
pada :ekemno koran“penarik¢cek;
barulah penarik cek tersebut ‘dapat
dikualifikasikan sebagai memenuhi
unsur pasal 378 KUHP. Di dalam
prakiek, ternyata lahir aneka macam
soal, yaitu jika sescorang diajukan
sebagal penarik cékkosong,” maka
guna mengindari terjerat oleh pasal
378 'KUHP, 'maka penarik “cek
kosong tersebut selaln mendalilkan
dirinya ‘bahwa hubungan antara
penerima dan penarik cek tersébut
adalah sekedar suatu utang-piutang
dengan jaminan cek-cek tersebut:

~ Perlu diadakan perbedaan an-
tara cek tunai dan cek mundur (posi-
date chegue}: Cek tunai (cash} adalah
sétiap cek yang pencairannya atau
penggunaanya dapat dilakukan se-
gera setelah ‘penarikannya; Cek
mundur adalah - setiap cek ‘yang
pencairannya atau penggunaannya
hanya dapat dilakukan setelah lam-
pau jangka waktu- tertentu setelah
penarikannya, jangka mana telah
diperjanjikan antara penarik (pem-
beli) cek it dan penerimanya; pada
umumnya pencairannya dapat




dilakukan pada tanggal yang tertera
dalam cek tersebut. Penggunaan cek
tunai. . (cash) .dalam . lalu-lintas
pembavaran giral yang ditolak
pencairannya atau penggunaannya
oleh-bank yang bersangkutan dapat
dinyatakan sebagai tindak pidana
penipuan sebagaimana diator dalam
pasal, 378 KUHP, Dalam pada . itu,
_ perbuatan penankan cek densan
‘menyerahkan cek mundur.yang ter-
nyata tetap kosong itu tidak dapat

dinyatakan sebagai perbuatan tipu -

muslihat :vang menjadi salah :satu
unsur. dari tindak pidana penipuan,
kecuali dalam hal : Rekening atas
penarikan cek mundur itu telah di-
tutup: pada saat. penarikannya oleh
bank karena penarikan atau peme-
gang rekening melakukan pelang-
garan keteniuan yang ditetapkan
oleh bank atau karena permintaan
penarik .sendiri: Rekening atas
nama penarik cek itu telah diblokir
oleh yang berwajib pada saat pe-
narikannya.

- Penggunaan cek mundur tidak
bersifat tindak pidana, meskipun cek
mundur tidak bersifat tindak pidana,
meskipun cek itu tidak dapat dicair-
kan, berhubungan resiko untuk tidak
dapat mencairkannya harus dapat
diperhitungkan oleh penerima cek
mundur tersebut pada saal pene-
rima. Sebab dalam hal ini penerima
cek itu telah mengetahui bahwa
pada saal penarikan cek itw tidak
atau fidak mempunyai cukup dana-
nva dalam rekeningnya,

- Penerima cek menerima cek itu
dengan harapan akan menerima. ke»
untungan yang lebih besar dari, pada
semestinya dalam perjanjianitu apa-
bila cek itu dapat dzcazr}fan hjngga
penerima cek. itu berani berspeku-
lasi dengan resiko tidak menerima
sama sekali uang yang dmampkan
akan membawa cek ‘mundur itn
karenanya tidak dapat’ dmyaaakan
telah terpedaya ‘Uraian tersebut di
atag’ berlaku juga untuk perbitatan-
perbuatan ‘dengan menggunakan
gm} bﬂyet 'nundur '

Jzka mekamsme dari KUHAP
bisa dibantu dengan dihadirkan
pedoman . pelaksanaan KUHP seba-
gaimana, tersurat dalam Keputusan
Men Keh-RI No.M. 14-P-01 07.03
tahun . 19_83 seyogianya masalah
cek dan giro tersebut sebagaimana
diketengahkan sebagai perbuatan
yang masuk dalam pasal 378 KUHP
secara tegas dan rinci atau setidak-
tidaknya sunatu standard. Jika mem-
perhatikan benar {entang peraturan
perbankan dalam kondisi per-
kembangan dari kehidupan masya-
rakat dewasa ini yang diikuti dengan
adanya modernisasi serta timmbul-
nya perkara-perkara kejahatan.
Maka hal tersebut telah lama disi-
nyalir oleh para pakar hukum kita,
seperti (Prof. Sudarto, 8.H., 1983, hal
103) menyebutkan kemajuan eko-
nomy itu sendiri merupakan biang
dari perkembangan kejahatan. Se-
dangkan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,
S.H., 1979, 152) mengetengahkan
selalu, sekalipun hukum itu merupa-




kan Sarana untuk_ mengatur keha—_

' Meinperhaﬂkan beberapa con—_g
toh ;yang:telah: dikemukakan, - dapat-

dis:mpuikan bahwa lajunya. keja-

hatan. perbankam tersebut, adalah
disebabkan aturan peroaakan yang.
sangat lemah dan penuh celah-celah
“baik aturannya . sendiri. maupun.

‘peralatan- peralaian yang - harus

mendukung, -Putvsan - Hoge Raad:
tersebut oleh Mahkamah Agung
daiam kepmusazmya tangﬁal 15
Nopember 1975 No. i%sK]i{LIEQ’?B:'

telah pula meneaaskan bahwa :

Seseorang yang menyerahkan ae%;'

pada hal“ia” mengemhm bahwa cek

tersebut itu tidak ada dapanya, per-
buatan ‘tersebut adalah” memgakan’
tipu mushhai sebaga; termaksud

dala'n pasal 378 KUHP

Kejahaian Dalam ﬁidang K edﬁ_

* Dalam kanﬁan dengan prudential
regulation, Bank Indonesia mene-
tapkan ketentuan antara lain tentang

(BMPK) yang dikenal dengan nama
Legal: Lendmg Limit dan Kewajib-

an Penyediaan Modal' Minimum

(KPMM).” Sebagaimana diketahui,
pemberian kredit oleh bank me-
ngandung risiko kegagalan atau
kemacetan dalam pelunasannya,
sehingga dapat berpengaruh ter-
hadap kesehatan bank. Mengingat

kredit. tersebut berasal dari dana

masyarakat, risiko bank dapat ber-

pengaruh pula lerhadap keamanan .
dana ‘masyarakat, Oleh karena’ '1tu;' '
bank wajib m 'nyebar risiko dengan
mengatur e __yaiuran kreaitn ya;
pemberian jaminan. maupun Tasili-
tas: Iam sedemzlﬂan mpa seimngﬁa_'
tzdak terpusat pada debiaur aiau
keiomp{)k debitur terientu. Di sam-
ping:itu,  modalmerupakan fakior
yang penting-bagi-bank dalam:

rangka pengembangan: ‘ysahat s:iap“

menampung risiko’ kemgzan

“‘Bank ‘biasanya ketaf mengenai -
sasaran penggunaan kredit nasa-
bahnya Di dalam setiap per}anjmr}j
krzdii selaly dicanumkan Klausulza,
mengenai tujuan kredit. Penyim-
pangan terhadap tjuan nenggnnaar{'
kredit’ mempakan _
fault” yahg memberikan hak }s,&__'

" pada bank untuk secara sepzha%«.__'

mengakmn perjanjian krﬁﬁn dan’
menimbulkan hak kepada bank
untuk ‘scketika menagih pelunasan
kredit, Mengapa perbankan begitu
ketat §erhadap sasaran penggunaan )
kredit ? Oleh karena: pemyampan@ar‘_'
terhadap tu;uan penggunaan kredit .
dapat mengakibatkan hal-hal seriug
yang berpengarub terhadap kese-
hatan kredit yang lebih Ianjut dapat
mempunyai dampak negatif vang-
lebih luas. Menjadi pertanyaan, apa-
kah melakukan penyimpangan ter--
hadap tujuan penggunaan kredit
termasuk pelanggaran pidana dan
karena itu dapat diklasifikasikan se--
bagai tindak pidana perbankan atau-
kah-akan dibiarkan seperti sekarang’
sebagai pelanggaran perdata yaitu’

‘enven of de-



sebagai "breach of contract”. Dapa'i:_
d1sxmpul}can bahwa ada tiga macam

peianggaran perbankan yaltu pe-
Iajggaran admmzstram (admmas-
trative wo}amon), pelanggaran pi-
dana (cnmmai violation) dan pe-
Eanggax_an perdata (civil violation}.

Pemberian kredit bank kepada
calon nasabah/nasabah dilakukan

melalui prosedur vang cukup ketat,”

yaitu . Debitur harus mengajukan
permoionan; Atas permohonan ter-
sebut kemudian gilakukan analisis
atas dasar 5 C’ ¢ (Capital, Caracter,
Colateral, Capacity dan Condition of

Economic); Keputusan persetujuan .

atau penclakan kredit, Wewenang
s20rang pejanatr‘an gota Direksi
bank di dalam memuwsxan batas
jumiah kredit yang berbeda-beda.
Suatu pemberian kredit tanpa me-
menuhi persyaratan/prosedur yang
telah ditetapkan oleh bank (pem-
berian kredit tidak sehat), merupa-
kan suatu kekeliruan dan apabila
kredit tersebut macel vang paling
bertanggung jawab adalah pejabat
bank vang bersangkutan.

Pengertian jaminan penjelasan
Pasal 8 UU Ne. 7 Tahun 1992 adalah
jaminan dajam arti luas yang ‘me-
liputi iaminan materiil dan imma-
teriil. Dalam prakiek perbankan,
sering dijumpai bank menerima pro-
mes ataupun surat aksep sebagai
jaminan kredit. Hal tersebut tidak
bertentangan dengan pasal dimak-
sud di atas, dan dewasa ini ingtru-
men tersebut dijadikan sebagai salah

satu mstmmen dalam pasar uang
Pada umumnya jamman dlperlukan
dalam pemberian kredit, pamun se-
bagai jaminan utama adalah kelaya-
kan usaha dan prospek perkem-
bangan usaha nasabah. Sehubungan
dengan ‘hal itu penerapan Pasal 8
tersebut masib relevan dengan
perkembangan dunia usaha saafini,
yaitu setiap pemberian kredﬁi harus
disertal -dengan jam*nan :

_ ?enetapan mutiak daiam pem~
berian %ued:at akan tetapi penetapan
jaminan juga dikaitkan dengan ma-
salah lain seperti prospek/kelaya-
kan uszha dan keuangan debitur,
Dengan demikian tidak ada kete-
tapan yang pasti mengenai besarnya
nilai jaminan kredit. Hal tersebut,
terutama setelah deregulasi, dise-
rahkan kepada penilaian bank
sendiri. Kredit macet merupakan
peristiwa perdata, karena hak dan
kewsajiban yang timbul ditetapkan
dalam swvatu perjanjian kredit yang
dibuat oleh para pihak (bank dan
debitur}. Namun demikian dalam hal
kredit macet yang disebabkan oleh
itikad tidak baik debitur atau-
pun oknum kreditur atav bank pem-
beri kredit, maka perbuatan debitur
kreditur tersebui dimungkinkan
dikiasifikasikan sebagai tindak pi-
dana korupsi sepanjang unsurnya
terpenuhi.

Dalam penyelesaian kredit
macet dan nilai jaminan seielah di
lakukan lelang tidak mencukupi se-
bagai pelunasannya, maka bagi




bank-bank- pemerintah/daerah . pe--
nyelesaiannya - diserahkan kepada
Badan'Urusan Piutang Negara; bagi
bank 'swasta penyelesaiannya: me- -
nempuhicara-damai: yakni. mem-.
berikan kesempatan kepada debitur -
untuk: melunasi- kewajibannya 8-

carav-bertahap; . iprosedur-hukum

{peradilan). Pada:dasarnya: dunia
perbankan: cukup menyadari pen-
tingnya legal leding limit ini ‘dan’
cukup mempunyai itikat:baik-untuk

mekaksanannya, ~Walavpunademi--

kian-masih ada juga yang melang-
gar-dan terhadap pe]anggamn ini di-
kenakan sanksi. ;

 Pelanggaran tersebut dapat di-

bedakan : pemnggaran batas makm—
mum pembenan kredit yang di-
ancam dengan sanksi pidana dan
sanksi nngkaz kesehatan bank

{Pasal 7 SK Dneks: 26/21/KEP/_

DIR); pelanggaran terhadap pe-
'1yarnpazan Iaporan Iagzﬂ leding

iimit yang diancam dengan sanks,p

kewajiban mcmhayar dan/atau
sanksi pidana (Pasal 8 ayat (3) SK
DH&R’.SI 26/21/KEP/Dir). ?e}anggaran
Batas Maksimum, legal lending
limit dﬁcenakan dua macam sanksi;
Sank31 pidana sebagalmana diatur
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan
Pasal 50; Sanksi dalam kaitannya
dengan penilaian tingkal kesehatan.
Pasal 7 SK Direksi Bank Indonesia
No. 26/21/KEP/DIR).

Tndak Meinlu Kerapsi

Dengan banyaknya kasus- kasus
tindak pidana di bidang perbankan

yang mengkait dengan Pasal 372:jo
574 KUHP-yaitn sebagai. tindak.
pidana pensgelapan maupun peng—=
gelapan. pejabat, sejauh yang di-
gelapkan -tersebut bukan barang.
milik negara; . ﬂaka KUHP masih
efekiif, ‘namun kalan. vang. djge—
lapkan milik negara .afau. bazang
Vang - d;psmieh karena faszhaasl_:
kelonggaran .dari . yamarmmh i
terapkan Pasal 415 KUHE jo Pasal
1 {1y sub ¢ UU No. 3 Tahun 1971,

" Meskipun pada dasarnys Pasil
415 'KUHP di atas ‘mengandung
unsur-unsur “Pegawal Negeri” dan’
unsur ‘wang serta kertas berharga,
hal'demikian tidak menjadikan kén-
dala dalam segi penuntutan Kalau
oleh Bank Swasta dan bukan Pe-
gawai-MNegeri, mengingat penger-
tian Pegawai Negeri itu -sendiri
telah diperluas oleh UU No.3/1971
termasuk di .dajamnaya orang-orang
vang menerima gaji atan .badan
hukum yang menerima bantuan dari
keuangan negara atan daerab atan
menerima baninan dari keuangan
negara atau pemerintah hukvm lain
vang -mempergunakan modal dan
kelonggaran dari negara atau ma.
syarakat. _

‘Dalam penuntutan tidak pidana
di bidang perbankan yang meng-
akibatkan kerugian nasabah dapat
dituntut berdasarkan UU No. 3
Tahun 1971. Adapun kriteria pe-
nuntutannya adalah karena keuang-
an nasabah pada dasarnya termasuk
dalam kriteria kerugian perekono-



m:ian' negara vang 'meliputi' juga .

keuangan daerah atau-badan-badan
“hukdm “yang menggunakan modal

atay kelonggaran dari negara atau -
masyarakat. Dengan hanya meng-

rapkan UU No.3 Tahun 1971 untuk
mengantisipasi tindak pidana di
bidang perbankan kiranya tidak
cukup memadai- kalau dilihat ke-
pesatan perkémbangan perbankan
akhir-akhir ini, ‘oleh karena itu se-
bagaimana telah dilandaskan pada
penielasan di atas sebagai dimensi
baru dalam konteks pembangunan,
maka sudah selayakaya apabils
tindak pidana di bidang perbankan
vang merugikan keuangan negara
mencapal milyaran rupiah diterap
kan UU No. 11/PNES/1963.

Padadasarnya UU MNo. 1 I/PNPS/
1963 dapat diterapkan dalam tindak
pidana di bidang perbankan se-
panjang memenuhi unsur-unsur
vang diterapkan oleh undang-
undang tersebut : menimbulkan
kerugian keuangan negara yang
jumlahnya cukup besar; apabila
terdapat unsur-unsur politik yang

ersifat’ merongrong wibawa pe-
 merintah; dapat mengganggu stabi-
litas moneter sehingga merssahkan
masyarakat. Usaha perbankan tidak
terlepas dari kegiatan yang me-
nyangkut tentang pemberian kredit
kepada nasabah.

Bertitik tolak dari hal tersebut,
kredit macet tidak selalu mengan-
dung unsur-unsur sebagaimana
ditetapkan dalam UU No.3/1971.

Memang, pemberian kredit oleh
bank kepada seseorang tunduk pada
hukum perdats, namun  dalam
pelaksanaannya tidak tertutup ke-
mungkinan .adanya/terpenuhi. unsur
pidana korupsi. Perbuatan bank se-
bagai badan hukum seperti mem-
buat laporan yang tidak benar {win-
dow. dressing) dapat dikenakan
Pasal 15 UU No.7/Drt/19535, kalau
hal “itu dilakukan dikhawatirkan
akan mengganggu stabilitas per-
ckonomian  negara, funtutannya’
dapat dilakukan terhadap pengurus
vang mewakili badan hukum ter-
sebut, namun jika pengurus -tidak
ditentukan dengan tegas, maka
jaksa berhak menunjuk saiah se-
orang pengurus sebagai wakil.
Masalah kredit macet jarang di-
sefefi.kan melalui lembaga pera-
dilan walaupun kemungkinan ter-
dapat wnsur-unsur findak pidana
korupsi maupun manipulasi, Semua
perkara tindak pidana di bidang per-
bankan dapat dituntat dan dikena-
kan sanksi pidana sebagaimana di-
atur dalam UU.No.3/1971 tentang
korupsi yang penerapannya tidak

{erbatas kepada si pelaku yang ber-

status pegawal negeri sipil. Dengan
demikian, diharapkan agar keien-
tean pidana yang diterapkan dalam
UU.Perbankan, KUHP serta UU.
lainnya” yang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang perbankan,
perlu disesuaikan dengan per-
kembangan zaman, mengingat sis-
tem hukum pidana di Indonesia
menganut prinsip azas legalitas. Tin-
dak pidana di bidang perbankan me-




rupakan -dimensi-baru:dalam kon--
teks-pembangunan khususnya, se- .
layaknya.dalam - penyelesazannya.
dikelompokkan .secara. kasuistis -
arfinya terganmng peﬁsbwa pidana-:

nya. Kalau_ dalam perlsmwa pidana- ' lag “Whitman and John- W:lham

8. Georgez, 1988)."

korupsz

nal‘unya mzsu{ p@ra@uran ters _

_ Kntema teniang iiem gian keuang»
an negara adalah kerugian meliputi
juga keuangan ‘daerah atau badan
hukum “yang” menggunakm modal
atan” keleﬁggaraﬂ dari negara- atau |
- masyarakat uniuk’ kepentmgan S0~
sialy kemamxsman Sedangkan yang_'
menyangkut kerugian perekono-
mian negara adalah pelanggaran

pidana . terhaciap }cebijsaksanaan

Pemerintzh yang mmyangkut bi-

daug kewenaagannya sebagaimana
dimaksud dalam TAP MPRS No :
XXHI/MPRS!] 966

Bank .

Perbuamn dengaa mengguna--

kan ketemuan rahasia bank’ sebagai
tameng menutupl ‘kasus kolusi kre-
dit bermasalah, dapat diklasifi-
kasikan sebagal “Crime commited

by a person of respect ability and

high social in the course of his
occupation”, tindak pidana kerah
putih atau white collar crime (Edwin
H. 'S_utherland, 1939), White collar
rrime dilaknkan untuk mengelabui

: subverm) maka o an nasabahnya menumi keiazm an’

_ peﬁyeiesaian secara” khusus yfang
-menjadi.‘tolok. atkur. ada]ah 1ﬁpe~'-

Kegahatan Kerah ?uuh Balam__

-masyarakat dengan cara melakukan.

kééiiréng”an (kolusi):dan:bukan de- -
ngan: ‘kékerasan yang sering “dila~ -
kukan terhadap bussines -atau de-

. ngan’ ihenggunakan ‘pusness - (Droug.

_Pengertian-bank dilarang ‘mem-
berixan. keterangan keadaan. kouans—-

dunia perbankan, . apakah ‘sudah di-
_ammpaﬂ waktu itu, bahwa hal Atu
dapat memmbulkan berbaaaz pe-
nafsiran- sehmgga iidak membenkan
kepastian hukum, Pengertian rahasm
bank, sebagaimana diatur. dalam
Pasal 1 angka:-16 UU No. 7/1992
tentang-perbankan, adalah segala
sesuaiy yang berhubvngan dengan

“kevangan dan -hal-hal lain. dari aa-

sabah bank menurut kelaziman dupia
perbankan wajib dirahasiakan.

Kewenangan. penyelidikan dan
penyidikan, menurut Pasal 6 dan 7
UUNo.8/1981 KUHP jo PP No. 27/
1983, penyidik adalah pejabat Polisi
Negara 'RI dan pegawai negeri sipil
tertentu .....dst. Pasal 2 ayat (2) UU
No. 13/1961 tentang Pokok-Pokok
Kepolisian Negara, bertugas dalam bi-
dang peradilan adalah mengadakan
penyelidikan .atas kejahatan dan
pelanggaran ..... dst. Di laip pihak,
dengan UU. No. 15/1961 yang telah
diperbaharui dengan UU.No. 5/
1991 tentang Kejaksaan antara lain
disebutkan, Kejaksaan selain mem-
punyai tugas sebaga; penunmt
wmum, dapat mengaclakan penyidi-
kan lanjutan terhadap kejahatan



dan: pelanggaran dst.. Dan hal
ini‘diperkuat juga dengan Pasal 284
KUHP, Kejaksaan juga dimungkin-.
kan melakukan penyidikan terha-.
dap tindak pidana khusus. Hal ini
telah menczp{akan -dualisme penyi-;
dikan vang dalam’ praktek me-:
mungkinkan terjadi-benturan.

Pende]egasmn keweqangan dan _

Menkeu kepada Ke;agﬁng, yang se-

lanjutnya Kejagung- kepada Kejati-

dan Kejari diyakini dapat mengatasi
lamanya proses peémbeérian ijin
{afdoeing buiten proces). Berlaku-
nya UU. No. 7/D1t/1955 tentang tin-
dak pidana ekonomi, wewenang
melakukan “schikking” dari Men-
keuike Kejagung yang sebelumnya
diatur dalam pasal 29 Rechten
Ordonantie, dapat beralih ke tangan
Kejagung berdasarkan wewenang
oportunitas. '

Dewasa ini, rahasia bank tetap
menjadi kendala bagi sementara
kejaksaan yang ‘melakukan penyi-
dikan tindak pidana perbankan,
khususnya bagikejaksaan yang jauh
dari pusat di mana proses pengajuan
ijin harus melalui kejaksaan Negeri
ke kejaksaan Tinggi, Kejaksaan
CAgung dan Menteri Keuangan dan
begitu juga proses pemberiannya.

Dikhawatirkan, lama dan pan-
jangnya birokrasi tersebut, begitu
ijin pemblokiran turun, nang di re-
kening sitersangka/ terdakwa telah
berkurang dan bahkan sudah habis
ditransfer ke bank lain. Maka untuk
mengatasi hal.ini, seyogianya pro-

sedur untuk membuka rahasiabank:
disederhanakan sedemikian tupa
sehinggabagi kejaksaan daerah yang
jauh dari pusat cukup melalui Kanwil
Dep: Keuangan daerah semmpat
kalau menginginkan membuka ra-
hasaa ban}: guna kepentmgan per-
adﬂan Daiam kaitan pembedahan_
keteniuan rahasia’ _bank ini, ketén-
iuan waﬁb 1ap0F Bank Indonemé )

dspero}eh dan hasﬂ pemerlksaan.
maupun daﬁ bank kepada yang ber-
wajib guna kepentmgan penyzdlkan
sela‘z}utnya ‘harus dliaksanakan
sebagmmana mestmya Hal inj se?
suai dengan SEBI No. 3/221/UPPB/
FbB ianggai 30 Juni 1970 Junnto
SEBI MO, 3!370!UPbePbB tanggal,

25 Agustus 1970 Junto SE. Menkeu
No.R-21/MK/TY/8/ 1970, tanggal 7
Agpusius 1970,

DalamPasal 108 KUHP (UU. No..
8/1981), juga d;teiapkan bahwa se-
tiap orang yang mengalami, melihat,
menyaksikan dan atau memadl
korban peristiwa yang merupakan
tindak pidana, berhak untuk ‘me-
ngajukan laporan atau pengaduan
kepada penyidik baik lisan maupun
tulisan, guna kepentingan pengusu-
tan selanjuinya. Dengan demikian,
ketentuan rahasia bank dapat di-
simpangi dan bukanlah merupakan
sesuatu hal yang sangat sulit untuk
diterobos karena peraturan memang
memungkinkan untuk itu.

Kejahatan Dalam Lintas ‘Pem
dagangan :



Daiam perdagangan mtema sigs:
nai jasa: perbankan sangat dxperiw-.
kan untuk: memper’cemukan pem-~
beli: (1mp0rur) dan penjual (ekspor--
tlr) yang bxasanya di;nsahkan olen:
perbedaan politik;-hukum dan: wﬂa—
yah. Kesenjangan: pembayaran dan:-
. 'penyerahan baraug dalam perdaga~;
. .ngan -mternaswnal tersebut di ]em~_;

pihak yam mel’aknkan 'tr'ansaksx :'
perdagangan Namun mstem mx;

senng dasalahvunakan

Pen;ual yang cumag dapat mew._'

ngurankan L/C dengan menyerah—

kan’ barang yang _m "tunya re:ndah=
dan jumiahnya kurang ‘dari }ang'

dlperjanpkan D1 ]am p;hak pemheh

yangcurang menyerahkan B/L paisu

dan- mengeluarkan barang tanpa

melakukan pembayaran. Dalam hal

ini‘karéna bank hanya ‘bernrusan de-

ngan dokumen (Vide pasal 4 UCP

1983),“maka bank tidak beérkewaji-
ban untuk melakukan pengecekan
atas” kebenaran matenai dan doku»
men tersebut !

Dalam tmdak pldana pempuan
dengan LiC, pada amumnya modus
operandinya adalahpengiriman barang
ke luar.megeri {ekspor}. yang. fiktf
dengan tujuan untuk mencairkan L/
C atas dasar pengajuan dokumen-
dokumen ekspors yang dipalsukan,
Korban adalzsh Bank penerima L/C
(Negotiating Bank). Sesuai dengan
UCP 400, Bank pada prinsipnya tidak

':b"srtanggung jawab atas

atau kebenaran dokumen L/C, :
bank W&jlb mancgwkkaa ist d@kumen-'
dengan persyarataﬁ L/C (Bank: mﬁy

-deal: Wlih éocament n@t goods}

Adanya saies cantram atau ",!:'.
C dxnyatakan hahf' ales commct:.

mehhat usaha nasabah (caion eks-_
portir) secara on. the spot.: melihat
pengalaman yang bersangkutan.se-
bagai importir/eksportir; (perfor-
mance nasabah. selaku eksportir/.
importir); melihat. ‘jangka waktu
sales. contrac atau L/C-nya, dalam.
kanamwa dengan pembeman suatu:
kredit. . ”

Sedangkan Sebaglan orang ber-.s
pendapat bahwa sales contract ‘atau:
L/C"cukup kuat sebagai‘bukti bah~
wa seseorang/nasabah akan melaku-
kan'eksporfimpor, sehingga dapat:
merupakan ‘salah satu svarat untuk:
memperoleh kreditekspor. Meng-
ingat dua responden bukan bank de-:
visa maka- jawabannya tidak dapat
dipertimbangkan. Mengenai beralih-+
nya hak dan kewajiban suatu bank:
gtas dokumen L/C, dalam impor, hak:
kewajiban bank beralih pada saat/
setelah bank mengedors dokumen dan
bank telah menerima pembayaran;
Dalam ekspor, hak dan kewajiban
bank beralih pada saat bank mengambil
alih wesel ekspor dari eksportir:




Beralihnya suam hak kewajiban bank
u'dokumen L/C, tergantung dari
_ ‘jems L/C nya .

Dalam penipuan’ (di bldang

1mp0r) tindak pidana peaipuan di
bidang impor secara inden, di mana
imporiir (;ndemor melalui 1mp0rtir)
memperoleh pasilitas penangguhan

pembayaran sebagzan dari L/C, me-.
hpuu pefbuatan dari. zmpemr (atau_

indertor melalui 1mp0rt1r) tidak me-
menuhi’ pembayaran sejuiniah uang
sebesar sisa nilai L/C yang diberikan
oleh bank devisa, sedangkan ternya-
ta‘barang yang dikirim oleh supplier
(atau"a}:sportir) di luar negeri mem-
punyai nilai harga, mzsainya peti-

peti yang dikirim terdiri atas barang--

barang rongsokan hingga tidak se-
suai dengan B/L maupun L/C. Dalam

hal ini seringkali importir (indentor)

. menghilang, sedangkan bank kores-
ponden:di-Inar negeri sudah terlebih
dahulu mendebet rekening bank de-
visa ‘dari Indonesia, juga sertifikat
tanah sebagai jaminan ternyata palsu
atau-dipalsukan. Perbuatan importir
tersebut merupakan perbuatan mem-
bujuk bank devisa agar menyerah-
kan sejumlah uang dengan cara se-
olah-olah benar terjadi pengiriman
barang cleh importir yang diperkuat
dengan jaminan palsu atau dipai-
sukan karenanya ierpedaya.

‘Penipuan di bidang ekspor), dapat
juga terjadi pemberian fasilitas kre-
dit eskpor dengan cara : Eksportir
menerima L/C dari bank luar negeri
melalui bank di Indonesia, atas dasar

penerimaan L/C dan ditambah.deng-
an transaksi yang dxtutnp antar im-
portir di:Inar negeri dan- eksparur;
di Indonesia. Eksportir memperoleh
kredit dengan memberikan jaminan
objek-dari EKspor serta jaminan tam--
bahan - dalam  bentuk ~sertifikat
tanah. Setelah kredit diberikan oleh
bank penerima L/C, eksportir: meng-
hﬂang, seﬁangkan objek dari eks-
portir ternyata bukan mihk ek_s orﬁi
dan semﬁkat tanah yang dzse%ahkan_
sebagai jamman juga palsu at i-
palsukan. Perbuatan tersebut di 'atas
merupakan tindak p1dana @empuan
sebagaimana diatur daiam Pasai
378 KUHP,. ;

AIai vital daiam tata perni agaan_
internasional yaitu a letter of credit
(L/C} Oleh karena ity, dokumen mz
menjadi pusat inceran penjahat pula
untuk dijadikan palsu atau d1paisu-
kan, Dengan berkembang perdagang-
an internasional maka berkembang
pula cara pembayaran dan keuangan
internasional yang serba canggih.
Keistimewaan L/C ialah ia mewakili
barang-barang yvang menjadi Subgek
transaksi perdagangan. Pemisahan
antara dokumen dan barang menjadi
esensial untuk penggunaan dokumen
itu selanjutnya. Ia menjadi alat pula
sehingga bank ikut terlibat di dalam
transaksi. Maka dengan demikian,
terjadi hubungan segi empat antara
pembeli dengan bank yang me-
ngeluarkan L/C, kemudian bank ifu
berhubungan dengan penjual yang
dapat langsung dan dapat melalui
negosiasi.




. Kalau dokumen -dokumen leng-
kap, maka hank yang mengeluarkan
L/C: berkewa;;ban untuk menghor-
mati kredit itu. Jika, barang—barang
yan ! d;tentukan dalam LiC. temyata

akan ;mengk}zum p.thak yang ber»
tang ung 3awab yang bxasanya
pengangkut Bank dapat menﬂiak

misalnya pemalsuan tanggal pe—_

ngapaian pada bﬂ} of }admg

< Jika :_Ierjadl. pemaisuan sema-
cam ite, maka bank dapat menolak
pembayaran. Ada dua kemungkinan
pemalsuan, yaitu bill of exchange
yang dlkeluarkan berdasarkan L/C

dlpalsukan Yang kedua bzll itn ash_

tetapl dokumen perzs:apalan ber-
dasarkan kredit itu dipalsnkan. Jika
bill of !admg d;pa}sukan maka ke~
mungkman barang yang. d1k:mm ba-

rang rusak atau tidak berharga im :

semua: hku liku kﬂjahaian perniaga-
an m;emasmnai Pernah terjadi pe-
malsuan bill of lading diikuti dengan
pengiriman barang, rusak, lalu kapal
ditenggelamkan sebelum sampai
di tujuan. Jadi, banyak jenis kejahat-
an terjadi, termasuk kejahatan asu-
ransi kapal -

Kejahatan lain yang transborder
ialahlingkungan hidup, narkotika dan
pengangkutan lant. Kesemuanya
memerlukan kerjasama dan keleng-
kapan peraturan yang diikuti dengan
traktak aniar negara. Dalam me-

-nanggulangi kejahatan yang trans-

nasional, antara lain banking crime,

_cemmerua} cnme mar;.ume Crime,
'envxronmental

crime, 'narcotlc
cnme, (kqahatan bidang perban-

kan, kejahatan perniagaan, kejaha-

tan pengangkutan di laut, kejahata_n

lingkungan hidup-dan kejahatan
"narkotik) sangal suht dxsadik 3ka-
rena’
:'bxaya yang tinggi, dan perln tindak-
:aa Iebih dini untuk menanggul anga—
©onyal D;peﬂukan law

1peﬂukan peng eiahu_

1ntelhgence
sebagaa iangkah langkah awal" ‘dan
kemudian kerjasama aniara negara~
negara. Da}am dekade ’ierakhlr ini,
bebera;m kasus bank didznkan
resmi, {exapi tidak ada pegawa; tidak
ada kantor. Jika bank ini terlibat da-
lam }pem"bayaran kepada nasabah
atau menj adi peramara dalam
pembayaran suatu kontrak bank itu
iidak akan memhayar melainkan
menggelapkan uang tersebut. Jika
terjadi pembayaran antar negara me-
lalui Leiter of Credit (L/C), maka
akan terjadi penipuan, yaitu uang
sudah dicairkan di negara asal
barang tetapi barang tidak dikirim,
kadang disertai pemalsuan bill of 1a-
ding (surat muat). .

Untek menanggulangi kejahat-
an semacam ini diperlukan kerja-
sama antar negara tetapi lebih mu-
lus kerjasama itu jika ada mutual
assistance act disertai dengan penan-
datanganan traktat antar negara pe-
serta. Penanganannya memerlukan



kerjasama- sahng membarxm antara
penegak hukum TR E RS R

Ke}ahatan bidang' permagaan

(c ymmercial crime) sering bergana

dengan dengan kejahatan lain dan
_umamnya terorganﬁsasi Zumlah ke~
mg;an umumnya sangat besar dan

_}iejahataq 1m Sermg pula menjadi
_'tempai"pa:sembunyian modal asal
Es:ejahatan (mcneylaundenng) Sudah
dikenal luas, bahwa negara-negara
:tersebut memeﬂukan penanaman
modal }adz kumng f;etat m@nyehdxn
ki asai usul uang yang ditapam.,
Peraturannyapun belum ada Makin
kurang ketat mengawam masuk
_keluamya uang, makin bagus tempat
persembunyzgn hang

+ Kejahatan komputer }uga sering
ter}adi melintasi batas-batas negara
{fransnasional}, khosusnya yang me-
nvangkut transfer :data flow. Oleh
karena -itu, diperlukan: pula Xkerja-
sama antar negara untuk menanggu-
langi kejahatan ini (transborder data
flow criminality). Sejalan ‘dengan
perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuaﬁ yang memberi manfaat
besar bagi kehidupan umat manusia
di duma terutama di bidang transpor-
tasi dan komunikasi justru membe-
rikan dampak negatif, Sifat dan ciri
kriminalitas telah bergeser secara
tajam dengan munculnya bentuk
kejahatan baru, seperti kejahatan

komputer kejahatan Iam dz }Jadang

nik; telepon kompmer %:apal tes:rbang
dan sebagainya), di samping peng-
gunaan metode, akal dan modus
operandi canggih, maka kerjasama
internasional sangat diperlukan*-”

Tumbuh dan berkembangnya
tingkat perekonomxam dan perdaga-
ngan Indonesia, pada kenyataannya
telah diikuti puld dengan memngkat—
nya tindak ke}ahatan terutama tin-
gak kejahatan e}conoml baik secara
kuantitatif maupun kuahtauf Hai xtu_
dapat dikatakan normal, karena me-
nurut teori kriminologi yang dikenal
dengan istilah “direct relatxomhip
melihat ge}ala kriminalitas merupa-
kan keianjutan dari keg;atan dan
pertambuhan ekonom: neﬂara ter»
sebut, ' ' '

Menurut Marshal B ﬂiinard
yang telah banyak melakukan pene-
litian di negara-negara berkem—
bang, sepem di Asia, Afnk:a cian
Amerika Latin, mengatakan : I_I__l&-
ningkatnya tindak kejahatan itu
disebabkan adanya increasing de-
mand for prestige articles for
conpicucous. Young persomn are




tempteﬁ to: sseal ‘or:to: ahtam ‘me-
‘ney: to: buy items that. lend: -pres-
-tzg@ On asense of modermzatmn

T;dak mengherankan b;!a ben~
ks kejahatan yang semula bersifat
tradisional berubah menjadi: kejahat-
an berszfai lebih. maju sesuai dengan

tzngkat kemajuan Iptek sehmgga_

sulit penapggulancannya dan peras

turan: perundang«undangan ‘sendiri
sulits amenjangkaunya: - Mlsainya
Xejahatan: yang:mempergunakan
alat-alai. canggih, :seperti telepon,
komputer dalam lembaga perban:
kan, yang pelakunya pengurus-bank
itu sendiri ataupun-dengan bekeria
sama dengan pihakain yang bukan
oknum’ bank sehmgga sulit: menge—
tahulﬁya Lol R T EaE
Ke} ahaﬁan kerah puuh dapat dz~
sebut se’naeaa kej ahatan yang dilaku-
kan oleh orang kantozan Kejahatan
ind - biasanya dllakukan o}eh sese—
orana yang cukup terhormat yang
mempanyal kedudukan sosml yang
relatif tmgg; Batasan pengeruan
ke;ahatan kerah putih ini sanggi
sulit dirumuskan dengan tegas dan
jelas. Salah satu. pengertian yang
cukup sempurna adalah ‘pengertian
dalam-Back’s Law Dictionary, oleh
Henry Campbell Back, west Pu-
olishing Company, 1990 menjelaskan
White Collar Crimes (Kejahatan
Kerah Putih) sebagai suatu “Term
signitying various types of unlaw-
ful, nonviclet conduct committed by
corporation and individuals includ-
ing theft or fraund and other viola-

‘sekali kaitannya’ dema'n' 'badang

tions of trust commited in the cour-
se of: offender s ~occuption’i(€.g.
emezzz}emem commerczai bnbery,
rackeiermg, anti: trust: violation,
price fixing, stock manzpu}anon-: -
sader tradmg and the hke LR

pemkommzan keuanaan dan data
informasi, misalnyakejahatan dalam
bidang perbankan, perdagangan,
investasi, pasar modal, perusahaan,
komputer, asuransi, pajak, peng-
angkutanlaut, Kejahatan kerah putih
ini-menunjukkan. kecenderungan
yang meningkat akhir-akhir ini’'dan
biasanya dilakukan secara terorga-
nisir (organized crime). Perkembang-
an kejahatan kerah putih ini sangat
erat kaitannya dengan perkembang-
an Iptek, ekonomi dan sosml Suatn
masyarakat

~Kej ahata.n kerah pu?zh di bi dang
perbankan dapat.terjadi dengan ber-
bagai macam . variasi dan modus
operandi. ‘Kejahatan ini dapat men-
jadikan -bank sebagai:sasaran: ke-
jahatannya, misalnya pada kasus
pembobolan sebuah bank pemerin-
tah di New York dengan mengguna-
kan personal computer disertai’ mo-
dem. Di samping itu, ada juga yang’
menggunakan bank sebagai sarana:
untuk melakukan tindak pidana,
miszlnya dalam kasus penerbitan
deposiio ersebut dijadikan sebagai
jaminan pinjaman pada bank lain.



-.-Secara konseptual, bahwa keja-
hatan kerah putih di bidang perban-
kan-dapat diartikan dengan- peng-
ambilan dana yang dilakukan secara
tidak sah oleh pengurus, pejabat atan
pegawai bahk yang bukan saja dapat
menimbulkan kerugian pada bank,
tetapz juga dapat mengak:batkan
jatuhnya usaha bank yang menjadx
korban. Kejahamn ini dapat terjadl
dalam operam bank schari-hari.

Dlhhat dari- kerugian yang -di-
nmbulkannya kejahatan kerah putih
di bidang perbankan dapai dibeda-
kan dua: golongan besar :. “Minor
frauds” -atan. “non: concealment
frauds” yang melibatkan uang yang
relatif sedikit dan tidak menimbul-
kan kegagalan bank; “Major frauds”
atau-“concealment frauds” yang
melibatkan uang dalam jumlah
besar..dan dapat. mengaklbatkan
kegagalan bank. o

Pada kejahatan kerah putih
minor frauds, pelakn mencuri uang
dari bank dengan sedikit atau tanpa
upaya untuk menutup-nutupi keja-
hatannya. Dengan kata lain, mereka
mengambil kekayaan bank tanpa
manipulasi dokumen atau arsip per-

bankan. Sementara itu, dalam major

frauds, pelaku berusaha untuk me-
nutup-nutupi kegiatannya dengan
memanipulasikan dokumen atau
arsip bank. atau menyembunyikan
tindak pidananya dengan berbagai
cara; Dalam hal ini, seringkali di an-
tara pelakunya melibatkan orang
dalam bank. Dalam “major frauds”

biasanya melibatkan banyak rpihak
dan-terjadi tidak hanya sekali saja,
sering terdiri dari serangkaian tran-
saksi periode waktu yang cukup lama.

* .Kejahatan kerah putih di ‘bidang
perbankan seringkali bersifat sangat
rumit; karena ‘dilakukan dengan
modus -operandi yang dldasarkan
pada pengetahuan yang tinggi dan
teknologiyang canggih.-Oleh karena
itulah tindak pidana di bidang ‘per-
bankan haruslah -mendapatkan: per-
hatian khusus dan hati-hati oleh per-
sonil "yang benar-benar mengerti
mengenai masalah perbankan:gi
samping menguasai masalah hukum,
Menurut Black’s Law Dictionary:di
Amerika Serikat banyak jenis ke-
jahaian kerah putih di berantas:de-
ngan menggunakan Racketeer and
Corrupt Organization Laws (RICO
Laws).Aturan tersebut didesain untuk
penyidikan, pengawasan dan penun-
tutanterhadap“orgamzanozedcnmes”
Di bawah peraturan tersebut dapat
dilakukan, baik tuntutan pidana dan
tindakan perdata terhadap pelaku-
nya.

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana walaupun belum secara spe-
sifik mengatur kejahatan kerah
putih di bidang perbankan, tetapi ter-
dapat beberapa ketentuannya yang
dapat dipergunakan untuk membe-
rantas kejahatan kerah putih, misal-
nya pasal 263, 264 tentang pengge-
lapan dan pasal 378 tentang penipu-
an (perbuatan curang). Sudah tentu
penerapan pasal-pasal tersebut me-




merlukan suam penafsxzan zmsal- _'

kebutuhan -dan perkembaagan za-

-man. Dengan melakukan penafmran .
semacamitu; akanlebih terasa fungsi:.
peradzlan pidana sebagai instrumen " - Ial

- pengawasan sosial seialu-memper-. Cr

haukan rasa keamlan masyarakat ;

UU No 3;’“4 971 "3uga dapat dx»_:_'_"
erantas keja-

pakzu untuk mj il
hatan’ kerah pmih dl badang per-

bankan * sepangang kejahatan_{ terse- -
but memmbulkan keruglan_ pada ke-
uangan negara atau _perekonomla;a_[

bila kejahatan kerah puuh it ez
}adi di bank’ pemenmah uu No. 3/
1971 zersebmdapat d;gunakan Kaiauj _
UU No.'3 Tahun 1971 fersebut ber-
iamatkaa ke-

usaha untuk ‘me
uangan negara dan menjaga ap:aram:
negara vang bersih, maka UU No.
7/1992 tentang..perbankan, yang

antara lain terlihat dalam perumus- .
anpasal 49 ayat{2b) tersebut, berusaha

untuk -menyelamatkan. .dan meng-
hindari penyalahgunaan dana ma-

Syarakat:dan menciptakan aparatur -

perbankan yang bersih dan jujur.
Kejahatan Kompuzea‘ g

Karena sejalan dengan ber-
kembangnya komputer, kejahatan-
pun.telah berkembang, metode baru
untuk -melakukan kejahatan ber-
munculan. Dengan demikian, dimasa-

masa mendaiang dengan semakm.
: me 'ngkatn' a nilai data yang :f_
1= si ; komputer, maka’ akan_

' 'potenszal unmk ‘melibatkan kom-
; putcrdankegxatahkejaha n. Sampai’
penafs;ran ketenman sesum 'dengan :

saat ini, belum_'chtemukan" atasan/

puter secara tidak legal.

bahwa setiap hubungan antara kom-

puter dengan ke;ahatan dzsebut_
ke_;ahaian komputer Secara nng~'
- kas, kegaélatan komputer dapat di-
- bedakan menjadl 2 bagxan yaxtu _
komputer sebagal objek dan suatu

kejahatan dan Komputer sebaga1

alat suatn _kejahatan. Dari. berbagaL
kasus kejahatan komputer yang_
iertangkap, selalu erat kaitannya de-
- bgan oknum Bank, bekerja sama atau

pernah bekerja pada Bank yang'_
bersangkutan. Hampir semua bank
di Indonesia saat ini telah meng~___

gunakan teknologz komputer, se-
hmgga dengan demikian d,:harap»
kan kehati- hatian guna mehndungx
uang nasabah yang dxpercayakan
kepada bank dari tangan jahil yang
tidak bertanggung jawab.

3sulah }am ‘walaupun maksudnya'
.. adalah sama, -seperti. Comput: A=
trand,. Camputer related . Crime,
Comguter abuse automauc data i
pmcessmg crime. dan sebagamya
Namun umumnya crang scka{ang:‘
menga:{akan bahwa Compnter Cnme_ﬁ_’ :
- diartikan sebagaz penggunaau kom-
Dengan
demikian tidak- dapat -diartikan’




ﬂmu dikenal azas noela
yang ter_cantum dalam pasal 1 ayat

(1) KUHP. Dari ketentuan tersebut'__
dapat ditafsirkan _bahwa suatu per-
buatan selama tidak dilarang oleh
tertulis dengan batasan yang
jelas, tidak - dapai dlhukum Terha-
dap“..jems undak pxdana baw ter-_'_

berdasarkan pﬁnafsxran analo gz

uangkah tersebht ki:anya kurang'

tepat karena akan memmbulkan

kesan szsiem terﬁnggal di belakang _
perkembangan teknoiogl sehingga

dap _..menjangkau ‘tindak pidana
ekonorm yang sedemzkxan ber--

Pendidikan & 'Penuntutan )
Dalam globa]:sasz d; bldang

mulai men g gej a}a dan muncui keper—

mnkaan dengan menggunakan alat-
alat canggxh Semngga apabﬁa ke-
3aksaan menerima laporan tentang
tmdak pidana (ii b:dang perbankan"
dengan menggunakan alat-alat cang-

gih, maka dalam penyxdlkannya pun

harus dzperlukan ketelitian dan’

kecermatan para aparat kejaksaan di
mana sebelum diadakan peny;dlkan,

: {erlebih dahulu melakukan penye-

hdikan untuk mengetahm apakah
tindak pidana di bidang perbankan
tersebut telah memenuhi kriteria
sebagai tindak pidana khusus seperti

_.Sebagaimana diketahux dalam
poena;

. selalu harus melaporkan kegzatan-_
nya kepada Kejaksaan Agung.
1 Dengan prinsip satu dalam kes atuan
- tersebut, maka dengan’ sendumya_
- Jaksa pada Ke_]aksaan Agung, _ng~ :
Cogi dan Negen ciapat langsung men—

diatur dalam pasal 284 ayat2 KUH,

sehingga dalam hal ini ke_gaiksaani

mempunya; kewenangan pe

an atau sebagzu tindak pidana um m
di mana. penyzdikannya dliaku an.

o}eh kepoh SJan

Sepem telah digturoleh U“U No 5
tahun 1991, pada dasarnya ke_}aksa-rﬁ
- an‘adalah’ satu-dan‘tidak dapat di-
: p;sahkan (Een en. Ondeei Baa'__ eid)
~ dalam arti antara Kejaksaan Agung;
. Kejaksaan: Tinggi- dan Kejaksaam

Negeri mempunyai peranan - yang
sama da}am menangam Undak p,l—

gxatan tersebut maka Keja}csaan
nggl maupun Kejaksa;m Negen

jadi pemmtut um’am d1 muka peng-

: adﬁan

; {}néang Undang menetapkan-

keteniuan rahasia ‘bank, bukanlah
dimaksud untuk 'memberikan. per-
lindungan kepada pelaku tindak pi-
danadi bidang perbankan. Sehubung-:
an dengan ituy, sesuai dengan ‘Pasal

38,39 Undang- Undang No. 7/1991 -
“memberikan

yang menetapkan .
wewenang kepada Bank Indonesia

untuk menetapkan kewajiban Di-
reksi dan Dewan Pengawas/Dewan
Komisaris bank-bank, berikut pene-
tapan sanksi-sanksinya”. Dalam hal




‘terjadi suatu tindak pidana, sesual |
dengan‘Pasali 108 Kitab ‘Undang-:

* Undang: Hukum: Acara -Pidana,
menetapkan : Setiap 4 pegawaxnegen
dalam rangka melaksanakan tugas-

nya yang mengetahui teniang fer-
jadinya’ pensﬂwa yang merupakan

tindak. p;dana Ywajib” 'segeracme-

1aporkan Tal ituikepada: penyelxdxkr
atai penyldxk ‘Dalamhalini, apakah:
bank texmasuk .dalam
-pengertian’ pegawm ‘negeri-?7:UU
No! "8/1974 tentang Pokok- Pokok :
‘Kepegawaian, menetapkan :Pasal1-
‘"Pegawai ‘Negeri adalah

: '_pegawai

huruf a:
mereka yang setelah memenuhi

syarat ‘yang ditentukan dalam ‘per-:

aturan perundang-undangan-yang

berlaku, diangkat oleh pejabat yang -
berwenang dan diserahi tugas dalam-
sesuatu jabatan negeri atau diserahi .

tugas negara lainnya ditetapkan.
berdasarkan sesuatu-peraturan: per-
undang-undangan dan digaji-‘me-
nurut” UU Pasal 2+ (1) Pegawai
Négeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai
negeri‘Sipil, dan b. Anggota ABRI.

(D Pe_gawai Negeri Sipil, terdiri dari-
:'a’ Pegawai Negeri Sipil Puasat;. b.
Pegawai-Sipil Daerah; ¢. Pegawal

Negeri Sipil lainnya yang ditetap-
kan dengan Peraturan Pemerintah,

Selanjuinya, dalam Pasal 1 Per-
aturan Pemerintah No. 10/1983 ten-
tang izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil, menetap-
kan antara lain : Pegawai Negeri
Sipil ‘sebagaimana dimaksud dalam
UU No. 8/1974, Sehubungan dengan
itu secara vertikal ketentuan-keten-

_lang garan. ;

ftuan vang dikehiarkan Bank lﬁao- -
nesia cq Menteri Keuangan menge- ..

- nai perbuatan pidana yang menyang-
}s:utbank tidak mempunyai kekua{an ’

hukum mengikat artinya, apab;la_;_
bank tidak melaporkan, menginfor-
masikan suatu tindak pidana yang.
terjadi padaibanknya kepada Bank.
Indones;a, bukan merupakaa pe-..

Apabxla dnngat bahwa ‘iahap*

-penyxdlkan terp;sahkan dari. tahap-

penuntutan, atan dapat dikatakan®
peny;dxkan merupaxcan dasar “dari’
penuntutan, makapenting sekali ada-
nya kerja sama yang terpadu antara
penyidik dan penuntut umum. Mes-

kipun KUHAP mengatur diferensi dan

spesialisasi dalam tugas di kalangan;
penyidik dan penuntut dalam proses

pidana tersebut tidak berkaitan satu.
sama lain, tetapi bahkan merupakan.
suatu -rangkaian proses.yang: -S,_?.ﬂ_l:

.sama-lain-saling menunjang guna

tercapainya tujuan bersama. Di sam-
ping itw.adanya dzfarensmsa danf
spesialisasi- fugas dan wewenang
tersebut dimaksud pula_ agar’ pe-
nyelenggaraan -peradilan pidana_, di )
negara kita ditangani oleh orang-
orang yang profesional, sehingga
akan menghasilkan apa yang di ne-
gara Jepang disebut “Seimit, su
Shio” (precise :justice).

" Prof. ‘Matsuo dari Universitas’
Tokyo menyatakan :“Precise jus- -
tice” which means precise and minute
fact-finding justice, sirnilar to pricision
machine 100l Precise justice can be




managed by a’ gmup of well tramed..

and “hard " workmg pmfessmnals

“Preczse ]ustIce”reguxres the ezistence -
of a’ umﬂed nation w1de crimjnal"’
jusﬂce system which is ‘conducted .
by a group of well tramed and hard

yang baik’ hendaknya termpta dalam :
melaksanakan tugas masing-masing:.

dengan caramengurangi hal-halyang

kurang sinkron, karena pada. akh]l'“__:
nya.penuntut umumlah yang mem-
pertanggung jawabkan hasil penyi-

dikan itu di-muka. 51dang pengadﬁ-_
an.. - .. .o & . N

"Hub&ngah'ke'rja-sama im’ tidak- :

lah berarti interverensi, karena ma-

sing-masing “pihak ‘memelihara:
identitas, wewenang dan dasar hu--
kum yang ‘melekat pada dirinya. Na-

mun demikian, identitas dan wewe-
nang_ tersebut jika dilaksanakan se-
cara kaku, ‘akan dapat menimbulkan

pemandekan’ pada satu pihak dan

pemandekan pada satu pihak itu akan
memandekan secara berantai tugas
dan tanggung jawab pihak lainnya
dalam ‘sistem penyelenggaraan per-
adilan pidana. Oleh karena hubung-
an kerja sama yang serasi, selaras
dan terpadu, baik ¢i tingkat pusat
maupun di daerah diharapkan dapat
menerobos kekacauan dan cara ber-
pikir yang instansi sentris dan fraag-
mentaris yang dapat menghambat
pelaksanaan peradilan pidana ter-
sebut. Hubungan kerja sama ini akan
dapat mendekatkan pendirian masing-
masing instansi penegak hukum dan
akan memberikan citra positif untuk

semua. pihak: Sebab keberhaéilan.: ‘_

* satu’ pihak dalam. penyelenggaraan:

perasilan:pidana mempunyai arti o
keberhasﬂan semua plhak

Antxsnpasn

Guna.. mengantislpasa ]é'h'i"s-
kejahatan berdlmenm mte!ektual--

Iam kurangnya }umlah perseml,...
tingkat kemampuan intelektual yan g.
kurang memadai serta minimnya .
biaya ustuk pendidikan dan pelatih- -
an.. Berbagai kasus. kejahatan eko-.
nomi, menimbulkan kesulitan :bagi

aparat -penegak hukum karena .su-

sahnya menerapkan pasal snatu

undang-undang..Lemahnya perang-

kat.-hukum juga semakin membuat

para pelaku kejahatan kerah putih

seakan. tidak bisa dijaring. Pelaku

kejahatan ekonomi selama ini hanya

dihukum: berdasarkan penafsiran

pasal-pasal dalam KUHP. Penaf-

siran -demikian dikhawatirkan

merangsang terjadinya kekeliruan

penerapan pasal , sehingga tidak

menghukum pelaku secara adil se-

suai- dengan akibat kejahatannya.

Oleh karenanya harus cepat dianti-

sipasi agar tidak terhambat laju
pembangunan.

Seorang ahliperbankan Amerika
Serikat, Pollard, mengemukakan
dalam hubungan dengan Amerika
Serikat, semua pengelola dan penye-
dia pemerintah Federal dan Negara
bagian berperan untuk menjaga “Sa-
fety and Soundness of the Banking
System”. Poelje; ahli hukum pidana,




mengatakan, bahwa hukum pidana
ekonomi bukan hukum pidana khu-
* sus: Namun sebahknya, Pompe me-
ngatakan bahwa hukum pidana eko-
nomi ‘adalah’ hukum pldana khusus.

Tindak pidana ekonoml ini sulit di-

beri:batasan secara:tegas dan jelas,
karena mengalami ‘perkembangan

nolog1 -='ekonom1 dan sosial  suatu

masyarakat Namunpengemantmdak %

-pidana;ekonomi secara umum yang ':Undak pidana 'Zékonomx dalam ke-

"'ludupan politik, dapat ‘berupa suatu

dxpergunakan ada!ah setiap perbuat-

an vang meianggax peraturan per-
undang«nndangan dalam bxdang per-
ekonomian, keuangan serta mem-
punya; sanksi pldana” }

- 'ndak pidana ekononu pada
hakekatnya menyangkut dua masa-
lah yaitu. manusia sebagai peiaku
dan peraturan perundang -undangan
sebagaz piranti yang mengatumya
Manusia sebagai pelaku kejahatan
ekonomz blasanya mempunyax ke-
cenderungan mempero}eh keun-
tungan besar dengan segala cara. Di
iain pihak, peraturan perundang-
undangan yang dipergunakan untuk
‘menanggulangi- kasus-kasus ter-
teniu-dirasakan sudah tidak me-

‘sah ‘dan. erekonomlan uga
.sesuai dengan berkembangnya tek- ____sa dan p ol i g

madai lagi, sebagai akibat pér-

‘kembangan teknologx yang secara
tidak langsung dapat mengaklbat—
kan. peningkatan bentuk. (_ian mutu

nndak pidana ekcnoml

deak _pidana ekonomx tidak
hanya meruglkan perorangan peru-

usaha dari oknum yang tidak ber-
tanggung jawab, sehingga de:n_gan

‘mudah dapat” mempengaruhi:stabi-

litas'negara, dan bahkan-mengacau-
kan perekonomian-‘negara’ yang
sedang berkembang. Hingga saat ini
ketentuan perupdang-undangan yang
berlaku belum sepenuhnya mengatur
kejahatan yang memanfaatkan ke-
majuan teknologx Di negara-negara
berkembang, pada umumnya pe-
rangkat. hukum _untuk menmdak
kejahatan yang ‘bersifat mtema—
sional tersebut ~masih’ kurang me-
madai, ‘untuk ‘itu per]u dilakukan
usaha-usaha penyempurnaan pe-
raturan perundang-undangan guna
penanggulangannya. . . -
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_ Descriptive Composition
- Oleh Dra. Farida Waulang

Pembaca yang: budiman, -

© - Jika kita menggambarkan sesuatu di Sekitar kita, itu artinya kita memberi-
-kan suatu gambaran mengenai hal tersebut kepada orang lain. Untuk mencipta-
kKan Suatu gambaran yang jelas, seringkali kita menggambarkan hal»haly'ahg
berhubungan dengan pancaindra kita yaitu pandangan (sight), suara (sound),
_bau (smell), rasa (taste), dan. rabaan.(touch).. Walaupun yang - paling penting

I will ailways remember viSigi_i}g the.f_:i;ﬁuse that my father lived in Whén

“he was a child. We thought that it-would be an interesting and enjoyable
“experience. We found it interesting, but it was not enjoyabie. E

The old house gave the impression that-nobody had been in it for a long
“time. Paint was coming off all the walls, and many windows were broken.
Inside, the floors were covered with dust and dirt. Food lying on the kitchen
‘table had gone bad. It seemed as ‘if the 1ast:owners had lefi in a hurry. The
\air was filled with: 2 -bad smell. Old newspaper lay all arround, and there
‘were empty cartons‘and’ paper. bags everywhere. - :

At first, when we went inside, there was not a sound to be heard, except
for a loose window rattling gently in the wind, After we had walked about
five minutes, we suddenly heard a Joud voices from the bedroom. We went
lo see who was there. The room was empty! We found no one anywhere
in the house, but voices quickly. The interesting and enjoyable experience

became ‘a frightening one.

Di bawah ini terdapat beberapa kata sifat yang amat berguna dalam penulisan
suatu deskripsi.

Sight (pandangan) : anda dapat menyebutkan size (ukuran), shape (bentuk)
dan color (warna).

size : big, small, medium sized, huge, tiny, gigantic, minute,
tall, short
shape . round, square, triangular, rectangular, conical, oval,

linear, dotied




color « . v o green, red, orange, blue, purple, violet;: beige

Sound (suara) oo -loud, ~soft, harmonious, harsh, pleasant, unpleasant
Taste (rasa) :--:_sweai sour, . salty, bmer dehc:ous, tasty, tasteles
Touch (rabaan)........ . rough smooth shppery, .80ft, hard -

Smell (bau) : __pleasam unpieasant sirong, scenfed fraﬁam

Dari wacana di atas dapaikah anda membenkan contoh indera apa yang -

digunakan dalam kalimat-kalimat pada wacana tersebut? Misalnya ; Paint was
coming off:all the wall ........ - sight

quarrelsome 7. biggish
stomy. - . . 8 elderly .
preventive . 9.  ecastern

breakable,. broken 10. furious
: _correct chrecﬂve 11. mo_neyed
matwral . 12. economic

AN S

Kesalahan cetak
a. ﬁlorv - glonous
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